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Soroti Sistem Pemerintahan Pemkot Jogja

Peran Dominan Sespri
atau Aspri Wali Kota

JOGJA, Radar Jogja - Jogja Cor-
ruption Watch (JCW) menyoro-
ti sistem di Pemkot Jogja. Ini
menyusul terungkapnya praktik
perizinan, dalam sidang kasus
suap izin mendirikan bangunan
(IMB) Apartemen Royal Kedhaton
yang menyeret mantan Wali
Kota Jogja Haryadi Suyuti.

JCW menuding, setidaknya ada
dua catatan kritis menyoal sistem
pemerintahan di Pemkot Jogja.
Koordinator Divisi Pengaduan
Masyarakat dan Monitoring Pera-
dilan JCW Baharuddin Kamba
menyebut, persoalan pertama
adalah adanya dugaan peran do-
minan dari seorang ajudan,sekre-

pribadi (aspri) kepala daerah.

"Sehingga ucapan yang disam-
paikan oleh seorang sespri dianggap
sebagai perintah langsung dari
kepala daerah. Kepala organisasi
perangkat daerah (OPD) kemudi-
an harus menindaklanjuti. Tanpa
melakukan klarifikasi terlebih da-
hulu,” yjar Kamba saat dihubungi
Radar Jogja kemarin (20/9).

Ia mengatakan, dalam persida-
ngan kasus suap IMB Apartemen
Royal Kedhaton, Kepala DPUPKP
Kota Jogja Hari Satya Wacana hadir
sebagai saksi. Dia mengaku terus
ditekan melalui telepon secara be-
rulang oleh Triyanto Budi Yuwono
yang merupakan sespri dan orang
kepercayaan Haryadi Suyuti (HS).
"Hari menganggap yang disampai-
kan Triyanto merupakan perintah
langsung dari-#S yang kala itu

Catatan kedua JCW, pengajuan
perizinan lewat online single sub-
mission (0SS) belum menjamin
bebas korupsi. Padahal, tujuan
dari sistem OSS sejatinya meng-
hindarkan investor dari pungutan
liar. "Suap-menyuap yang selama
ini terjadi, akibat (investor, Red)
berusaha langsung berhubung-
an tatap muka dengan pemerin-
tah daerah atau dinas terkait
masalah perizinan,” jelasnya.

Kamba menyebut, terbukti sa-
lah satu penasihat hukum ter-
dakwa Oon Nusihono menyam-
paikan adanya dugaan pemberi-
an uang. Sebesar Rp 50 juta
kepada Nur Widi Hartana selaku
kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pin-
tu (DPMPTSP) Kota Jogja.

"Setelah uang diberikan, pen-

temen Royal Kedhaton baru di-
terima,” cecarnya. Bahar lantas
menyebut, Nur Widi harus mem-
berikan konfirmasinya dalam
persidangan lanjutan kasus suap
IMB Apartemen Royal Kedhaton.

Dalam pemberitaan sebelumnya,
Hari juga mengaku ditekan Nur
Widi. Kemudian mengungkap IMB
Apartemen Royal Kedhaton tetap
terbit, meski Hari telah melakukan
penolakan. Dikatakan, itu mengikuti
Perda Kota Jogja No 12/2012 ten-
tang Bangunan Gedung.

Apabila syarat ketentuan teknis
maupun administrasi belum
terpenuhi, maka tetap dikelu-
arkan IMB. "Yang mengeluarkan
IMB adalah DPMPTSP. Reko-
mendasi meski ditolak tetap
bisa dikeluarkan. Karena keputu-
san bukan di DPUPKP,” tandasnya.

taris pribadi (sespri), atau asisten  menjabatWali KotaJogja, sebutnya. ~ daftaran permohonan IMB Apar-  (fat/laz/fj)
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